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ABSTRACT 

Mudharabah financing is a form of cooperation between the owner of the fund who provides the funds, 
and the fund manager with profits divided according to the agreement at the beginning of the agreement. 
The purpose of this study was to determine how to recognize, measure, and present transactions for 
mudharabah financing based PSAK 105 at BMT Mandiri Sejahtera, East Java. The method in this 
research used descriptive qualitative research. Data analysis was carried out by descriptive analysis by 
comparing the accounting treatment of mudharabah financing applied to BMT Mandiri Sejahtera, East 
Java. The findings of the study indicated that the accounting treatment of mudharabah financing at BMT 
Mandiri Sejahtera East Java has been able to apply PSAK 105 correctly and accordance with the 
accounting treatment of mudharabah financing which consists of recognition, measurement and 
presentation. When acknowledging the investment, BMT recognizes mudharabah financing, not a 
mudharabah investment. The profit sharing of mudharabah financing is not fully in accordance with 
PSAK 105, because the BMT has determined from the beginning the profit sharing is not from the results 
of bargaining for the results between the BMT and customers or members. 
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ABSTRAK 

Pembiyaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dan pengelola dana dengan 
keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi atas pembiyaan 
mudharabah berdasarkan PSAK 105 pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data yang 
dilakukan analisis deskriptif yaitu dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi 
pembiyaan mudharabah yang diterapkan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pembiyaan mudharabah pada 
BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah mampu menerapkan PSAK 105 dengan benar dan 
telah sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiyaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan, 
pengukuran dan penyajian. Hanya saja pada saat mengakui investasi dan pembagian bagi hasil 
belum sesuai dengan PSAK 105. Pihak BMT mengakui sebagai pembiyaan mudharabah, bukan 
investasi mudharabah dan telah menetapkan dari awal bagi hasil bukan dari hasil tawar 
menawar bagi hasil antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Bahkan Indonesia merupakan negara salah satu yang memiliki penduduk Islam 

terbesar didunia. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini dapat menjadi 

pasar yang bagus bagi instasi atau lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun 

non bank. 

Berdasarkan data yang ditulis oleh CNBC Indonesia, perkembangan lembaga 

keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Tercatat 

dalam kurun waktu tahun 2014- 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 15% angka ini 

lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan lembaga konvesional yang hanya 

sebesar 10%. 

Secara umum lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara 

esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensioanal baik dalam tujuan, 

mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam 

lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. 

Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi 

masyarakat Islam (Soemitra,2018). 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan 

syariah non bank. Sebuah lembaga keuangan Islam yang dioperasikan dengan prinsip 

bagi hasil, menumbuh perkembangan bisnis usaha mikro dan kecil untuk mengangkat 

martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Istilah BMT sebenarnya dapat 

dipilah sabagai Baitul Maal (BM) dan Baitul Tamwil (BT). Menurut fungsinya, BM 

bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, dan 

Sedekah) sebagai bagian yang menitikberatkan pada aspek sosial. Sementara BT 

merupakan lembaga komersial dengan pendanaan dari pihak lain, bisa berupa 

pinjaman atau investasi (Subhan,2021). 

Akad mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama usaha antara shahibul 

maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut 
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kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian 

ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan 

oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. 

(Irfan,2018) 

Sistem akuntansi yang baik diperlukan ketika mengelola aset lembaga 

keuangan syariah. Oleh karena itu, IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah 

mengeluarkan Peryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang 

akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No. 59 yang memuat: mengatur pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap produk yaitu: mudharabah, 

musyarakah, murabahah, salam, ishtisna, dan ijarah. Namun saat ini berdasarkan 

perkembangan yang ada, IAI telah menerbitkan PSAK No. 105 untuk mengatur lebih 

khusus tentang mudharabah. PSAK No. 105 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. 

PSAK No. 105 telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan paa tanggal 27 

Juni 2007. Dengan diterbitkannya PSAK No 105, pengaturan mudharabah merupakan 

salah satu proses untuk menilai apakah sistem perbankan yang ada telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah. 

 

TINJAUN TEORITIS DAN HIPOTESIS 

Akuntansi Syariah 

Menurut Prabowo (2014) menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah proses, 

metode, serta teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan 

kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, untuk 

mengidentifikasikan, mengukur, serta menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi 

yang pengelolaan usahanya yang berlandaskan syariah, agar dapat digunakan sebagai 

bahan untuk membuat keputusan ekonomi dan memilih alternatif tindakan bagi para 

penggunanya. Dengan kata lain, akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi 

untuk transaksi yang sesuai dengan syariah dan dikelola berdasarkan syariah, dan 

tujuan adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang menggunakan 

laporan keuangan. 
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BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 

Menurut Subhan (2021) BMT (Baitul maal wat tamwil) adalah balai usaha mandiri 

terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.  

 

Mudharabah 

Mudharabah menurut PSAK 105 adalah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik 

dana (shohibul maal) yang menyediakan seluruh dana, dan pengelola dan (mudharib) 

sebagai pengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (nisbah), dan 

kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Dalam akad mudharabah 

kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, selama kerugian itu tidak 

disebabkan oleh kelalaian dari pengelola dana. Namun jika kerugian diakibatkan oleh 

pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana. 

 

Jenis Akad Mudharabah 

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2017), Dalam PSAK mudharabah dibagi 

kedalam 3 (tiga) jenis yaitu mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan 

mudharabah musytarakah. 

Berikut adalah pengertian masing-masing jenis mudharabah: 

a. Mudharabah Muthalaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan 

kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini 

disebut juga investasi tidak tertarik. 

b. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah diamana pemilik dana memberikan 

kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau 

sektor usaha. 

c. Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan 

modal atau dananya dalam kerja sama investasi. 
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Ketentuan Pembiyaan Mudharabah 

Berdasarkan fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat berbagai ketentuan 

tentang pembiayaan mudharabah. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu: 

a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 

100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak 

sebagai mudharib atau pengelola usaha. 

c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan 

pengusaha). 

d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam 

managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan 

pembianaan dan pengawasan. 

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai 

dan bukan piutang. 

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, 

atau menyalahi perjanjian. 

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun 

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan 

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad. 

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 

i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index


E-ISSN : 2807-7318, P-ISSN: 2808-3482   

143 
 

Jurnal Sustainable 
 

 

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat 

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

 

Berakhirnya Akad Mudharabah 

Berdasarkan Sri Nurhayati dan Wasilah (2017:133), akad mudharabah dapat 

berakhir karena hal-hal sebagai berikut: 

a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir 

pada waktu yang telah ditentukan. 

b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 

c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 

d. Pengelola dana tidak dapat menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha 

untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak 

yang mengembangkan amanahnya ia harus beritikad baik dan hati-hati. 

e. Modal sudah tidak ada. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang memahami 

fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan. Deskriptif berupa kata-kata dan bahasa, pada suatu 

lingkup khusus menggunakan beberapa metode alamiah. Pada penelitian dilakukan 

penggumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105 pada 

akad mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, yang mana tujuannya adalah 

untuk mengetahui apakah PSAK 105 sudah diterapkan dengan baik pada akad 

mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Analisis data dalam penelitian 

antara lain pengambilan data, mendeskripsikan dan membandingkan pengakuan, 

pengukuran dan penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembagian Bagi Hasil Pembiyaan Mudharabah 

Pembagian bagi hasil mudharabah atau yang disebut dengan nisbah ditentukan 

diawal berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara mudharib dan 

shahibul maal. Namun rate bagi hasil yang sering terjadi pada BMT Mandiri Sejahtera 

yaitu sebesar 70:30, 70% untuk mudharib 30% untuk shahibul maal.  

Proses pembayaran bagi hasil dilakukan saat pembayaran angsuran atau 

pengembalian modal usaha. Berikut adalah contoh kasus pembiayaan mudharabah 

yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera: 

Pada tanggal 15 Mei 2021 terjadi pembiayaan mudharabah atas nama bapak 

“Syaifudin” yang bersangkutan mengajukan pembiayaan sebesar Rp 20.000.000 yang 

akan digunakan untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk toko obat pertanian. 

Jangka waktu pembiayaan yang disepakati yaitu 6 bulan yang akan berakhir pada 

tanggal 15 Desember 2021.  

 

Gambar 1: Perhitungan Bagi Hasil Pembiyaan Mudharabah 
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Pembahasan Mengenai Hasil Keseuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan 

Mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai PSAK 105. 

a. Pengakuan Investasi 

Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

pengakuan yang ada BMT Mandiri Sejahtera mengakui dana mudharabah sebagai 

pembiyaan mudharabah, hal ini seperti pada table berikut: 

 

Gambar 2: Pencairan Dana 

Pada PSAK 105 paragraf 12: “dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana 

diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset 

non kas kepada pengelola dana”. 

Terkait hal tersebut pada pengakuan investasi pada BMT Mandiri Sejahtera belum 

sesuai dengan PSAK 105, karena pada saat penyerahan dana kepada nasabah BMT 

Mandiri Sejahtera diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Seharusnya BMT Mandiri 

Sejahtera mengakui pembiayaan mudhrabah kepada anggota sebagai investasi 

mudharabah. Sebagai berikut: 

 

Gambar 3: Pengakuan Investasi 

 Pada PSAK 105 paragraf 16: usaha mudharabah dianggap mulai berjalan 

sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 

Pada hasil analisis diatas pihak BMT Mandiri Sejahtera dianggap mulai berjalan sejak 

diterimanya oleh bapak syaifudin sehingga transaksi ini sudah sesuai dengan PSAK 

105 paragraf 16. 
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b. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil 

 Pada PSAK paragraf 9: “pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan 

secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat 

akad mudharabah diakhiri. 

Berdasarkan peryataan diatas pihak BMT Mandiri Sejahtera menerapkan syarat 

anggota untuk membayar angsuran mudharabah telah bersamaan dengan pembayaran 

nisbah bagi hasil kepada BMT Mandiri Sejahtera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9. 

 Pada PSAK 105 paragraf 10: “jika dari pengelolaan dana mudharabah 

menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan 

pengelolaan dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha 

yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah 

menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”. 

 Berdasarkan peryataan diatas pihak BMT Mandiri Sejahtera mengakui 

pendapatan bagi hasil sesuai dengan akad, sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT 

Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105 paragraf 10, karena 

pihak BMT sudah menentukan dari awal bagi hasil tersebut, bukan dari tawar 

menawar bagi hasil antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota. 

 Pada PSAK 105 paragraf 11: “pembagian hasil usaha mudharabah dapat 

dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi 

hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit), bukan total 

pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar 

pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang 

dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 

 Terkait analisis diatas pihak BMT Mandiri Sejahtera mengakui pembagian 

bagi hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni 

menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pada BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11. 
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c. Pengakuan Piutang 

 Pada PSAK 105 paragraf 19: “jika akad mudharabah berakhir sebelum atau 

saat akan jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi 

mudharabah diakui sebagai piutang. 

 Terkait dengan analisis diatas, pihak BMT Mandiri Sejahtera mengakui 

pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola 

dana dianggap sebagai piutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT Mandiri 

Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19. 

d. Pengakuan Kerugian 

 Pada PSAK 105 paragraf 23: “kerugian akibat kelalaian atau kesalahan 

pengelola dana dibebankan pada pengeloa dana dan tidak mengurangi investasi 

mudharabah” 

Berdasarkan hasil analisis diatas, bahwa pihak BMT Mandiri Sejahtera jika terdapat 

kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola 

dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 23, namun demikan 

tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap kerugian yang terjadi, apakah karna 

kelalaian pengelola atau faktor lainya. Dalam hal ini BMT tetap mengungut kewajiban 

atau denda. 

 

Pembahasan Mengenai Hasil Keseuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan 

Mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai PSAK 105. 

Pada PSAK 105 paragraf 13: “pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai 

berikut: 

Pengukuran investasi mudharabah sebagai berikut: (PSAK 105, Paragraf 13) 

a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 

dibayarkan 

b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar 

aset nonkas pada saat penyerahan: 

http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index


E-ISSN : 2807-7318, P-ISSN: 2808-3482   

148 
 

Jurnal Sustainable 
 

 

i) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka 

selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi 

sesuai jangka waktu akad mudharabah. 

ii) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya 

diakui sebagai kerugian. 

Terkait hasil analisis diatas bahwa pengukuran pembiayaan mudharabah pada BMT 

Mandiri Sejahtera diukur sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada 

pengelola, dan pihak BMT tidak memberikan pembiyaan dalam aset nonkas. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13. 

 

Pembahasan Mengenai Hasil Keseuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan 

Mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai PSAK 105. 

Pada PSAK 105 paragraf 36: “pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam 

laporan keuangan nilai tercatat. Terkait hasil analisis diatas bahwa BMT Mandiri 

Sejahtera menyalurkan dana kepada anggota diakui sebagai nilai tercatat. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36. 

 

KESIMPULAN 

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah mampu menerapkan PSAK 105 

dengan benar dan telah sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah 

yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, serta penyajian. Hanya saja pada saat 

mengakui investasi tersebut BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mengakui sebagai 

pembiayaan mudharabah, bukan investasi mudharabah. Dan pada bagi hasil pembiyaan 

mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, karena pihak BMT telah 

menetapkan dari awal bagi hasil bukan dari hasil tawar menawar bagi hasil antara 

pihak BMT dengan nasabah atau anggota. Pembiyaan mudharabah diukur dalam 

bentuk kas dan diberikan berdasarkan jumlah yang disediakan oleh pihak BMT 

Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Penyajian pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 

agar dapat menerapkan penyajian mudharabah atas jumlah yang diterima dari nasabah 

atau anggota. 
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Saran 

Bagi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diharapkan agar bisa mengikuti 

perkembangan peraturan sesuai dengan akuntansi syariah terutama yang berkaitan 

dengan pembiyaan mudharabah berkaitan dengan pengakuan investasi mudharabah. 

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur agar dapat memberikan sosialisasi kepada calon 

anggota yang akan mengajukan pembiyaan mudharabah khususnya mengenai 

perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari 

anggota pembiyaan mudharabah. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya agar dapat 

memperbanyak data sekunder yang diperoleh. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada data sekunder yang didapatkan dari BMT Mandiri 

Sejahtera Jawa Timur. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak mengizinkan untuk 

mengeluarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak BMT tersebut. Data 

sekunder berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan tidak diberikan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, sehingga 

analisis penyajian hanya ddapat diperoleh melalui wawancara dengan manajer, bagian 

keuangan dan anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. 
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